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Abstrak 
Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah dengan topografi yang sebagian besar berupa daerah pegunungan, dan memiliki risiko bencana yang sangat tinggi, terutama terhadap ancaman tanah longsor, banjir bandang, dan kelaparan akibat kegagalan panen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Yahukimo dalam mengurangi risiko bencana, serta mengidentifikasi faktor penghambat utamanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak BPBD, observasi lapangan di distrik rawan bencana, dan analisis dokumen laporan program kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengurangan risiko bencana (PRB) di Kabupaten Yahukimo belum berjalan optimal. Kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural masih sangat terbatas karena kendala geografis, minimnya anggaran, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang kebencanaan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarinstansi kedinasan serta sosialisasi ke masyarakat adat di tingkat distrik masih lemah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi kearifan lokal dalam mitigasi, dan peningkatan pemanfaatan dana desa untuk mitigasi bencana berbasis komunitas.
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1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu, dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan bahwa bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis dan sosial yang luas.
Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis yang beragam menyebabkan setiap wilayah memiliki potensi risiko bencana yang berbeda-beda. Letak Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia serta berada di kawasan cincin api (ring of fire) menjadikan negara ini sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, serta cuaca ekstrem.
Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dengan kondisi topografi yang didominasi oleh pegunungan, akses transportasi yang terbatas, serta sebaran permukiman yang terpencar. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Yahukimo memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta potensi bencana sosial yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, serta menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.
Namun, mengimplementasikan program kebencanaan di Yahukimo menghadapi tantangan yang sangat kompleks dibandingkan daerah lain di Indonesia. Akses transportasi antar-distrik yang mayoritas hanya bisa ditembus menggunakan pesawat perintis berbiaya tinggi menjadi hambatan utama dalam distribusi logistik dan pelaksanaan sosialisasi kebencanaan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi program penanggulangan bencana yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Yahukimo dalam upaya menekan indeks risiko bencana di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanggulanan bencana di Kabupaten Yahukimo?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanggulanan bencana di Kabupaten Yahukimo?

C. TUJUAN PENELITIAN
Sesuai dengan rumusan masalah yang di tetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan pelaksanaan program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo.
2. Mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendukung program penanggulangan bencana dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Yahukimo.
3. Mengidentifikasi  apa saja yang menjadi faktor Penghambat program penanggulangan bencana dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Yahukimo


D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun praktis
1. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen kebencanaan, khususnya mengenai evaluasi dan implementasi kebijakan manajemen bencana di daerah dengan karakteristik wilayah khusus
2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi BPBD Kabupaten Yahukimo dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan bencana. Dan juga meningkatkat kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program-program pengurangan risiko bencana

2. KAJIAN TEORI
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu, dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan bahwa bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis dan sosial yang luas. Secara umum, bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api; (2) bencana non-alam seperti kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit; serta (3) bencana sosial seperti konflik sosial dan kerusuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketiga jenis bencana tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan upaya penanggulangan yang sistematis dan terencana.
Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara sistematis, terencana, terpadu, dan menyeluruh. Penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada saat terjadinya bencana, tetapi juga mencakup upaya sebelum bencana (pra-bencana), saat terjadi bencana, dan setelah bencana (pasca-bencana). Pada tahap pra-bencana, kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, mitigasi risiko, penyusunan rencana kontinjensi, pendidikan dan pelatihan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Pada tahap tanggap darurat, penanggulangan bencana difokuskan pada upaya penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan segera fungsi layanan vital. Tahap ini membutuhkan respon yang cepat, tepat, dan terkoordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, serta masyarakat.
Selanjutnya, pada tahap pasca-bencana dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak, sedangkan rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak dengan pendekatan yang lebih baik dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Dalam konteks kelembagaan, penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD berperan penting dalam memastikan seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan secara efektif melalui sinergi antar perangkat daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Dengan demikian, penanggulangan bencana merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif. Pendekatan ini sangat penting untuk diterapkan, terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Kabupaten Yahukimo, guna menurunkan risiko bencana secara berkelanjutan

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai Implementasi program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Yahukimo dalam mengurangi risiko bencana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi, sehingga diperoleh data yang valid, mendalam, dan komprehensif mengenai implementasi program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo, dengan pengumpulan data berupa Wawancara mendalam, observasi lapangan dan Studi Dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap sembilan informan yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai BPBD Kabupaten Yahukimo, pemerintah distrik, serta masyarakat terdampak bencana. Informan memiliki posisi dan pengalaman yang berbeda sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan program penanggulangan bencana dari perspektif penyelenggara maupun penerima manfaat.
	No.
	Rumusan Masalah
	Hasil Analisis Wawancara
	Jawaban Penelitian

	




1
	

Bagaimana pelaksanaan program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo?
	Program	telah dilaksanakan melalui perencanaan berbasis risiko, pencegahan dan mitigasi, sosialisasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pengelolaan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat.
	
Pelaksanaan program sudah berjalan cukup baik dan mencakup tahapan utama penanggulangan bencana, tetapi jangkauan pelayanan belum merata sampai seluruh wilayah terpencil.

	



2
	
Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanggulanan bencana di Kabupaten Yahukimo
	Dengan memiliki nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang sangat erat, tokoh agama sangat berperan, struktur kelembagaan BPBD memberikan legitemasi hukum yang kuat dalam menyusun rencana pananggulangan bencana, menjadikan faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana
	
Program tergolong cukup efektif tetapi belum optimal dengan adanya Budaya gotong royong yang sangat kuat dan adanya peran Non pemerintah dan tokoh agama yang mendukung.

	





3
	


Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanggulanan bencana di Kabupaten Yahukimo?
	


Faktor		penghambat meliputi anggaran, SDM, sarana-prasarana, transportasi, kondisi geografis,cuaca dan akses wilayah terpencil.
	Efektivitas		program merupakan hasil interaksi antara	dukungan kelembagaan			dan
masyarakat				dengan kapasitas sumber daya serta karakteristik geografis Kabupaten Yahukimo. Faktor geografis, aksesibilitas, anggaran dan sarana-prasarana			menjadi hambatan yang paling menonjol.



Pembahasan penelitian ini diarahkan untuk menginterpretasikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan efektivitas program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis wawancara dengan konsep penanggulangan bencana dan penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan bahwa program penanggulangan bencana di Kabupaten Yahukimo pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pengelolaan logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Program tersebut telah memberikan manfaat terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan karakteristik geografis Kabupaten Yahukimo. Dalam menganalisis implementasi program penanggulangan bencana pada badan bencana daerah Kabupaten Yahukimo, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung program ini antara lain: 
· Sumber Daya Manusia: Jumlah personel BPBD Kabupaten Yahukimo belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani
· Keterbatasan Anggaran: anggaran yang digunakan sangat terbatas dan menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
· Sarana dan prasarana: keterbatasan peralatan, alat komunikasi, gudang penyimpanan  dan transportasi 
· Kondisi geografis dan aksebilitas: kabupaten yahukimo memiliki karakteristik pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas meyebabkan pelaksanaan program membutuhkan waktu, biaya dan tenaga lebih besar dan sebagian wilayah sangat sulit di jangkau
· Partisipasi masyarakat dan koordinasi: masyarakat cukup aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan serta membantu memberikan informasi kondisi lapangan.												


									
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi program penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Yahukimo dalam mengurangi risiko bencana belum berjalan optimal secara menyeluruh. Program masih didominasi oleh tindakan responsif saat bencana terjadi, sementara program mitigasi pra-bencana (seperti pemetaan berkala, edukasi warga kampung, dan pembangunan pemecah arus/penahan longsor) masih sangat minim. Hambatan utama bersumber dari keterbatasan anggaran, kendala aksesibilitas geografis yang ekstrem, minimnya fasilitas teknologi komunikasi, serta kurangnya kuantitas aparatur teknis kebencanaan.
Berdasarkan hasil penelitian maka penulisan memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk kedaruratan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kelembagaan BPBD
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas program penanggulangan bencana, khususnya dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat, Sosilisasi dan edukasi dan simulasi kebencanaan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang kebencanaan.
3. Bagi Aparat distrik dan pemerintah kampung perlu meningkatkan koordinasi dengan BPBD dalam upaya penanganan risiko bencana, dengan memberikan informasi terkait potensi bencana.
4. Bagi masyarakat diharapkan terus  memberikan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD
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